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BUI'ATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG
PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIIA ESA
BUPATI BUTON,

Menimbang : bahwa untuk melaksaanskan ketentuan Pasal 7 ayat [12%
Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 20
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian
Ke Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Teknis Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Bepala Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Ncgara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulkan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran E:ﬁara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tam an Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Nummor S587), scbagaimana tclah
heherapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Unclarﬁ—
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5679);

6. Peraluran Pemerintah Nomor 43 Tabhun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undanﬁ Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Negara Nomor 5539), se imana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
FPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Negara Nomor 5717);



Menetapkan :
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Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraluran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
fentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

L4

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 8 Tshun 2015
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten

Buton Tahun 2015 Nomor 108, Tambahan Lembaran Daersh
Kabupaten Buton Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA,

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;

1.
2.

[

Daerah adalah Kabupaten Buton.

Pemerintahan Daerah adalash penyelenggaraan wurusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam [ndang-lIndang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerinlaban  Daerah  yang memimpin
pelaksanaan urusan  pemerintahan  vang menjadi
kewenangan daerah otonom.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat dacrah yang

berkedudukan sebagai unsur penvelenggara Pemerintahan
Daerah.

. Bupati adalah Bupati Buton.
. Camat adalah g}lmjmpin dan koordinator penyelenggaraﬂ.n

pemerintahan wilayah kerja kecamatan yang
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dar Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa :,rarﬁE
un

mempunyai wewenang, tugas dan Kkewajiban
menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan
tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki

batas wilayah yang berwenang untuk mengalur dan
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dibormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



10.

1T

12,

13.

14,

15.

3

Pemerintah Desa adalah Kcpala Desa dibaniu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan dess.

Pemerintahan Desa adalah penvelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
BPD adalah lembaga yang melaksan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan waldl dari
penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokrasi.

Musyawarah Desa adalah musyawarah diselenggarakan
oleh BPD khusus uniuk pemilgzan Kepaf;a%gesa antarwaktu.
Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di desa dalam ran memilih kepala desa yang
bersifat langsung, winum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang sclanjutnya

ggﬁgbgkljmtgﬁ PEBmPilljiihan Kepala Desa[ada]i:h itia yang
1ben o untu menye engga:alggﬁ TOSes

Pemilihan Kcpala Desa. B

Panitia Pemilihan Kcpala Decsa Tingkat Kecamatan g
selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kecamatan adalah
panitia pemilihan yang dibentuk oleh Camat untuk
menyelenggarakan proses Pemilihan Kcpala Desa.

16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

17-

18.

19.

20.

21.

22,

23,

24,

selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten aJﬂah
panifia yang dibentuk Bupati Eada tingkat Kabupaten dalam
mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan adalah Pengawas
Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Camat yang
melibatkan unsur Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia
untuk melakukan ngawasan terhadap seluruh tahapan
laksanaan Pemiﬁflan Kepala Desa di desa yang
ersangkutan.

Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten adalah Pengawas
Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh Bupati yang
melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan
Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk melakukan
pengawasan pemilihan kepala desa pada tahapan penetapan
sampai dengan pelantikan kepala desa terpilih.

Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang

telah ditetapkan oleh peanitia pemilhan desa sebagei calun
yvang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.

Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa vang
memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan
Kepala Desa.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalan
gegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten

uton.

Penjabat Kepala Desa adalah pejabat yang diangkat oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan
wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu
tertentu.

Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah
memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam
pemilihan Kepala Desa.

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS
adalal dafltar pemilibh yang disusun berdasarkan data Daftar
Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah
diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta
ditambah dengan pemilih baru.
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25. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar permilih g disusun

berdasarkan usulan dari pemilih karena yang ersangkutan
belum terdaftar dalam DPS.

26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah
daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan
Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah
pemilih ds]gam pemilihan Kepala Desa.

27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon
Kepala Deea untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka
mendapatkan dukungan.

28. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS
adalah tempat dﬂaksa.nakanni: pemungutan suara yang
lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil
dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/atau jumlah
pemilih di desa vang bersangkutan.

29. Kelompuk  Penyele a Pemungutan Suara yan
selanjutnya disebut PS adalah kelompok yang dibentu
oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan
pemungutan suara di tempat pemungutan suars.

BABII
TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Ragian Kesatu
Umum

Pasal 2

(1) Pemilihan Kecpala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
a, persiapan;
b. pencalonan;
c. pencetakan dan penyaluran surat suara, kotak suara, dan
perlengkapan lainnya;
. kampanye;
masa tenang;
pemungutan dan penghitungan suara; dan
g. penetapan.
(2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih

lanjut dengan Peraturan Panitia Pemilihan Tingkat Desa
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

-0 o

Bagian Kedua
Persiapan

Pasal 3

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huraf a,
meliputi:

pemberitahuan akhir masa jabatan;

. pembentukan panitia;

penetapan Dattar Pemilih Tetap;

. perencanaan biaya pemilihan; dan

penetapan biaya pemilihan.

o pogp



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

2)

(3)

(4)

(5)

(1]

(2)

Paragraf !
Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 4

BPD memberitahukan kepada Ke Desa mengenai akan
berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6
(enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.

BPD membuat laporan tentang akan berakhirnya masa
jabatan Kepala Desa kﬁaada Bupati melalui Camat, dalam
jangka walttu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan akhir
masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),

Herdasarkan laporan tentang akan berakhirnya masa jabatan
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati
melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
melakukan inventarisasi masa jabatan Kepala Desa di
seluruh wilayah daerah.

Kegiatan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan untuk:

a. penentuan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
secara serenlak dan bergelombang; dan

b. penentuan desa yang ikut dalam pemilihan kepala dcsa
secara serentak dan bergelombang.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 5

Setelah dilakukan kegiatan inventarisasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 a&at (3), Bupati segera membentuk
Panitia Pemilhan Tingkat Kabupaten.

Panita Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat {li}, mengajukan waktu pelaksanaan dan desa yang
akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak
dan bergelombang kepada Bupati untuk ditetapkan.

Setelah penetapan waktu pelaksanaan dan desa yang akan
melsksanakan pemilihan kepala desa secara serentak dan
bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati
memerintahkan kepada Camat untuk membentuk Panitia
Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyampaikan waktu
pelaksanaan dan desa yang akan melaksanakan pemilihan
kepala desa secara serenlak dan bergelombang kepada
Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan.

Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan menyampaikan waktu

laksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dan
g:rgn:lﬂmbang kepada DPD  bagi desa yang akan
melaksanakan pemilihan.

Pasal 6

BPD membentuk panitia pemiliban Kepala Desa dalam
jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir
masa jabatan sebagaimana dimaksud dai:m Pasal 4 ayat (1).

Pembentukan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memperhatikan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
serentak dan bergelombang yang ditetapkan oleh Bupati.



(3]

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)
(7)

(1)

2)

(3)

(4)
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Panitia Eemi_iihan Kepala Desa scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

Pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD
kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 3
Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 7

Panitia Pemilihan Tingkat Desa melakukan pemutakhiran
dan wvalidasi daftar .pemillh wuntuk menyusun dan
menetapkan DPS dari penduduk desa yang memenuhi
persyaratan.

Penyusunan DPS3 sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun
i.::_r:am alphabetis per wilayah RT dan Dusun atau sebutan

in.

DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh
Panitia Pemilihan Tingkat Desa pada pa pengumuman
resmi desa selama 3 (tiga) hari untuk mendapatkan infarmasi
dan usulan perbaikan data dari masyvarakat.

Dalam hal terdapat pemilih tambahan selama jangka waktu
scbagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan
T‘lglgkat Desa melakukan pencatatan dan mengumumkan
E tar Pemilih Tambahan dalam jangka waktu selama 3 [tiga)
ari.
Pantia Pemilihan Tingkat Desa, menetapkan dan mengumkan
DPS yang sudah diperbaiki dan Daftar Pemilih Tambahan
sebagai DPT yang disaksikan oleh Panitia Pemilihan
Kecamatan.
DPT sebagaimana duimaksud pada ayat (5) disusun per TPS
per Dusun.
DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diumumkan pada
papan pengumuman resmi desa selama jangka waktu 3 (tiga)
hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan
DPT.

Paragraf 4
Perencanaan Biaya Pemnilihan

Pasal &

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengajukan rencana biaya
pemilihan kepada BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak
terbentuknya Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak pengajuan rencana
biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD
memberikan persetujuan.

Setelah mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana
dimaksud pada avat (2}, Panitia Pemilihan Tingkat Desa
mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui
Camat paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak mendapatkan
persetujuan dimaksud.

Paling lambat 30 (riga puluh) hari sejak pengajuan rencana

biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada
ajra.{ (3), Bupati membecrikan persctujuan.
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Paragraf 5
Penetapan Biaya Pemilihan

Pa=al 9

Berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (4}, panitia pemilihan menetapkan anggaran biaya
penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.

(1)

(2)

(1)
(2)

3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Bagian Ketiga
Pencalonan

Paragraf 1
FPendaftaran

Pasal 10

Panitia Pemillhan Tingkat Desa mengumumkan waktu
pendaftaran bakal Calon kepada penduduk desa secara
terbuka dan seluas-luasnya melalui berbagai media informasi
yang ada di desa paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum
waktu pendaftaran bakal Calon dimulai.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit memuat, tata cara dan wakiu ndaftaran hakal
Calon serta syarat-syarat pencalonan Ke Desa.

Pasal 11

Pendaftaran bakal Calon dilakukan selama 9 (sembilan) hari.

Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak terdapat bakal Calon yang mendaftarkan diri,
maka dilakukan pendaftaran yang kc dua, dcngan waktu
paling lama 5 (lima) hani.

Apabila dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) ternyata tidak terdapat bakal Calon yang
men kan diri, maka dilakukan pcndaftaran yang ke
tiga, dengan waktu paling lama S (lima) har.

Fasal 12

Apabila dalam kurun waktu pendaftaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 tidak terdapat sama sekali bakal
Calon yang mendaftarkan diri atau hanya terdapat 1 (satu)
orang Calon yang mendaftarkan diri, Ketua Panitia Pemilihan
Tingkat Desa membuat laporan kepada BPD.

Berdasarkan laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), BPD mengambil keputusan untuk menunda
Pemilihan sampai dengan masa pemilihan Kepala Desa
serentak periode berikutnya.

Keputusan penundaan pemilihan sebagaimana dimaksud
ayat (2) dilakukan dalam rapat paripurna BPD dan
disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat
persetujuan.

Bupati memberikan persetujuan penundaan pemilihan paling
lambat 14 (empat] belas hari kerja sejak ditcrimanya
keputusan penundaan pemilihan dari BPFD.

Persetujuan penundaan pemilihan kepala desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.
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(6) Dalam kurun waktu penundaan sebagaimeana dimaksud pada

1)

(2)

(3)

(4)

3}’3.1 {2}: BPD melahll,{an oy
mensosialisasikan kembali tentang mﬁfgg]aaeﬂn_ _ dan/fatau

Pasal 13

ggilduc}uk dﬁa{:glang mend@.fpali_kan ur]:ilm atau didaftarkan
cbagai bakal on, mengisi formulir aftar

dise an oleh Panitia Pem:Elha.n Tingkat DF;ZI;{.:I e
Bakal Calon Kepala Desa harus melengkapi dan memenuhi

persyaratan Calon Kepala Desa selama waktu taran
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11. g

Dalam hal masih terdapat kekurangan berkas persyaratan
yang diajukan oleh Bakal Calon, Panitia Pemilihan Tingkat
Desa wajib menyampaikan kepada Bakal Calon yang
bersangkutan.

Setelah menerima  pemberitahuan kekuarangan berkas
persyaratan sebagaimana dimaksud paadda ayat (3), Bakal
Calon dapat memenuhi dan melengkapi kekurangan berkas
dimaksud p% lambat 3 (tiga) hari setelah waktu
pendaftaran b Calon ditutup.

Paragraf 2

Persyaratan, Penelitian, Penetapan, dan Penqumumar. Calon

(1)

(2)

Pasal 14

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. warga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan  Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indoncsia Tahun 1945, serta mcempertahankan dan

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah
Pertama atau sederajat;

e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima)} tahun dan
paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar;

f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di
Desa setempat sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun
sebelum pendaftaran;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tctap;

j. sehat jasmani dan rohani;

k. tidalk llz.f]:nuh menjabat sebagai Kepala Desa selama 3
(tiga) i masa jabatan baik berturut-turut atau tidak
berturut-turut; dan

1. berkelakuan baik.

Kelengkapan persyaralan scbagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi :

a. Surat Pemdyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
scgel atau bermeterai cukup;



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)
(2)
(3)
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b. Surat Pernyataan memegang te dan mengamalkan
Pancasila, Undang-Undang Dagstalﬁ Ne Er]:':il'lf-.m1I:»1iJc
Indonesia  Tahun 1945, memperﬁa‘r:kan dan
memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan Bhinneka Tunggal lka, ang dibuat oleh
yaﬁg bersangkutan di atas kertas segelyatau bermeterai
cukup,

C. gazah Pendidikan Formal dari tingkat dasar sampai
engan ijazah terakhir l{eang dilegalisasi oleh pejabat
berwenang atau surat terangan dari pejabat yang
berwenang;

d. Akta Kelahiran yang telah dilegalisir;

e. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepale
Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas
scgel atau bermeterai cukup,

f. Kartu Tanda Penduduk dan surat keterangan bertempat
tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran
dari Rutkun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa
setempat;

g Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa
tidak sedang dicabut hak pilihnyva sesuai dengan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap;

h. Surat Keterangan berbadan schat dari Rumah Sakit
Umum Daerah;

i. Surat Keteran dari Pemerintah Kabupaten yang
dikeluarkan oleh Kepala Bagian Hukum dan surat
pernyataan dari ya_nI% rsangkutan bahwa tidak pernah
menjabat sebagai Ke Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak
berturut-turut; dan

J. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari pejabat
kepolisian yang berwenang sebagai bukti kelakuan baik.

Pasal 15

Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti
sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampa: dengan
selesainya pelaksanaan penetapan Calon kepala Desa
terpilih.

Perangkat Desa yang menCalonkan diri dalam pemilihan
Kepals Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan
terdaftar sebagai bakal Calon Kepala Desa sampai dengan
selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa
terpilih.

Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala
Desa harus cuti dari keanggotaannya sebagai ANggota BPD
sebelum dilaksanakannya pembentukan Panitia Pemilihan
Kepala Decsa sampai dengan selesainya pelaksanaan
penetapan Calon kepala Desa terpilih.

Pegawai Negeri Sipil yang menCalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat
pembina kepegawaian

Pasal 16

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1)
diberikan oleh Bupati atau Pejahat lain yang ditunjuk.

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2)
diberikan oleh Camat.

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3)
diberikan olch Bupati atau Pcjabat lain yang ditunjuk.
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Pasal 17

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengadakan rapat yang

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2

(3)

(4)

dihadiri paling scdikit 2/3 anggota panitia pemilihan tingkat
desa untuk melakukan pcnelit%guon terhadap furat pendsftcgul':fn
bakal ~Calon  beserta kelengkapan persyaratannya
sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14, meliputi penelitian
kelengkapan dan keabsahan administrasi.

Penelitian kelengkapan dan keabsahan administras
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada
Instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat
keterangan dari pejabat yang berwenang.

Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 15 (Lima Belas) hari terhnmg sejak diutupnya
pendaftaran bakal calon kepala desa yang bersangkutar.

Panitia pemilihan tingkat desa mengumumkan hasil
penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada
masyarakat untuk memperoleh masukan dalam jangka
waktu 2 (dua) hari.

Masukan masyarakat sehagaimana dimaksud pada ayat (4),
wajib diproses dan ditindaklanjuti panitia pemilihan tingkat
desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.

Pasal 18

Paling lambat 2 (dua] hari setelah jangka waktu
pengumuman hasil penclitian scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 ayat (4) dan/atau tindaklanjut masukan masyarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5), Panitia
pemilihan tingkat desa melakukan konsultasi kepada BPD
untuk membahas bakal Calon yang memenuhi persyaratan
untuk ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan konsultasi
kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia
pemilihan tingkat desa menetapkan bakal Calon menjadi
Calon Kepala Desa dalam rapat yang dihadiri paling sedikit
2/3 anggota panitia pemilihan tingkat desa.

Bakal Calon yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit 2 (dua)
orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

Pasal 12

Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan
scbhagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) kurang dari 2
(dua) crang, itia pemilihan tingkat desa memperpanjang
waktu peaﬂgagt):nmn selama 20 (dua puluh) hari.

Dalam hal terdapat masvarakat yang mendaftar sebagai
bakal calon kepala desa dalam jangka waktu perpanjangan
pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masa
pendaftaran bakal Calon langsung ditutup dan segera
dilakukan pemeriksaan berkas pers aratan bakal calon
dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari.

Selama Bakal Calon }rarg . sudah nmendaftar tidak
menyampaikan pengunduran diri secara tertulis, bakal Calon
tersebut dianggap sudah mendaftar.

Apabila telah terdapat paling sedikit 2 (dua) orang bakal
calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan untuk
menjadi Calon Kepala Desa, Panitia Pemili Tingkat Desa
menetapkan dan mengumumkan bakal calon kepala desa
dimaksud.
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(5) Apabila sampai akhir masa pendaftaran scbagaimana
dimaksud padgil;yat (1) tidak terdapat tambahan bakal Calon
yang memenuhi persyaratan, panitia pemilihan tingkat desa
m rapat yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per
tiga) anggota panitia untuk dilaporkan kepada Bupati.

(5) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai
dengan masa pemilihan Kepala Desa serentak periode
be tnya.

(7) Dalam hal Bupati menunda pemilihan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), bakal Calon yang sudah mendaftar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur.

Pasal 20

(1) Dalam hal bakal Calon yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) lebih dari 5
(lima) orang, panitia Pemilihan Tingkat Desa menunda
penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dan
mclalkukan seleksi tambahban,

(2) Secleksi Tambahan scbagaimana dimaksud da ayat (1
dilakukan selama 10 (sepuluh) hari. o Jand

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan Kriteria :

a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;

tingkat pendidikan,;

usia; dan

seleksi tertulis yang dilaksanakan oleh panitia pemilihan
Tingkat Kecamatan.

(4) Dalam melaksanakan seleksi tertulis sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf d, panitia pemilihan Tingkat Kecamatan
dapat berkerjasama dengan unsur perguruan tinggi dan/atau
tenaga ahli.

po o

Pasal 21

Bobot nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(2) adalah sebagai berikut: ¥

a. pengalaman bekerja di lemnbaga pemerintahan dengan bobot
'r11'la=ng 15% (lima belas perseratus);

b. tingkat pendidikan dengan bobot nilai 15% (lima belas
perseratus);

c. usia dengan bobot nilai 15% (lima belas perseratus); dan
d. seleksi tertulis dengan bobot nilai 55% (lima puluh lima

persen).

Pasal 22

Nilai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)
adalah sebagai berikut:
a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan:

1) Punya pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan
mendapal nilai S5,

2) Tidak punya pengalaman bekerja di lembaga
pemerintahan mendapat nilai 3.

b. tngkat pendidikan:
1) SLTP/sederajat mendapat nilai 1.
2) SLTA/sederajat mendapat nilai 3.
3) S.1 keatas mendapat nilai 5.
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d.
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usia:

1) Usia 25 tahun sampai dengan 35 tahun mendapat nilai 5.

2) Usia >35 tahun sampai dengan 45 tahun mecndapat
nilai 3.

3) Ug]ﬁ 1}45 tahun sampai dengan 60 tahun mendapat
nilai 1,

seleksi tertulis dengan nilai sesuai hasil tes tertulis dengan
interval nilai 0 sampai dengan 100. .

Pasal 23

Rumus perhitungan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 21 d
Pasal 22 adalah: =

X = (Y1 x 15%) + (Y2 x 15%) + (Y3 x 15%) + (Ya x 55%)
X adalah nilai bakal Calon

Y1 adalah nilai kriteria pengalaman bekerja

Y2 adalah nilai kriteria tingkat pendidikan

Y3 adalah nilai kriteria usia

Y4 adalah nilai kriteria seleksi tertulis

(1)
(2)
(3)

(4)

(1)
(2)

(1)

(2)

Pasal 24

Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
dilaksanakan cleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
Perhitungan sebagaimana dimaksud da t (1
dikonsultasikan kepada Panitia Tingkat KECﬂitpflltﬂll. svRk A
Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
glﬂlljﬂdl dasar penetapan bakal Calon menjadi Calon Kepala
Cod.

Penctapan bakal calon menjadi calon dari hasil scleksi
tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Pasal 25

Setelah penctapan bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa,
Calon Kepala Desa dilarang mengundurkan diri.

Apabila terjadi pengunduran diri dari salah satu Calon atau
salah satu Calon mcmn%al dunia setelah penetapan bakal
Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa, maka posisi
dan keduduken Nomor Urut, Nama Calon, Photo Calon
Kepala Desa yang berhak dipilih serta terpampang dalam
papan pengumuman dan dicetak dalam surat suara,
dinyatakan tetap dan tidak ada perubahan.

FParagraf 3
Penetapan Nomor Urut

Pasal 26

Paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala

Desa sebagaimana dimeksud dalam Pasal 18 ayat (1}, panitia

pemilihan tingkat desa melakukan rapat lengkap untuk

Benetapan nomor urut, nama calon, dan foto Calon Kepala
c=a.

Penentuan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui undian secara terbuka dan dibuat dalam
Berita Acara.
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(3) Foto calon kepala desa scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

(4)

)

(6

(7)

menggunakan latar warna merah dan warna putih.

Rapat iia sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dihadiri
Caﬁ:an %Eala Desa dan/atau saksi yar man
dari Calon Kepala Desa. : e dat

Nomar Urut, Nama Calon, dan Foto Calon Kepala Desa
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud gada ay&tyaf.?]g.
disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam berita
acara oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Panitia Pemilihan Tingkat Desa mengumumkan dan
?enﬂsiﬂsghsamkgﬁ nomor urut, nama calon, dan foto Calon

cpala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lambat 7
(dua) hari sejak difetapican. TR Dlupaing

F?l:ﬂmm sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
di kan melalui media masa danfatau papan
pengumuman resmi yang ada Jdi desa.

Bagian Keempat

Pencetakan dan Penyaluran Surat Suara, Kotak Suara,

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(€)

(7)

dan Perlengkapan Lainnya

Pasal 27

Panitia Pcmilihan Tingkat Desa menyampaikan Nomor Urut,
Nama Calon, dan foto Calon Kepala Desa yang telah
ditetapkan kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten
melalui Panitia Pemilihan Tingkal Kecamatan paling lambat 2
(dua) hari sejak ditetapkan.

Panitia Tingkat Kabupaten melakukan ncetakan surat
suara paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum pelaksnaan
pemilihan.

Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain
memuat nomor urut, nama calon, dan foto calon kepala desa,
juga disertai dengan cap/stempel dari Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten dan kolom tanda tangan Panitia
Pemilihan Tingkat Desa.

Jumlah surat suara yang dicetak oleh Panitia Pemilihan
Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebanyvak Daftar Pemilih Tetap pada desa wyang
bersangkutan ditambah 10% (sepuluh persen) surat suara
cadangan.

Surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4
hanya dapar digunagkan dalam hal: ¥ TRb

a. surat suara dalam keadaan rusak sebelum digunakan;
dan/atau

b. terdapat pemilih yang tidak terdaftar tetapi yang
bersangkutan adalah penduduk setempat yang
dibukti dengan KTP atau Kartu Keluarga yang
grdagtlf.r dalam Sistemn Administrasi Kependudukan
acrah.

Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) harus dibuatkan berita acara dar Panitia
Pemilihan Tingkat Desa dan disaksikan oleh saksi masing-
masing calon kepala desa.

Bentuk dan format surat suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat
(6), tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)
(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)

14
Pasal 28

Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten melakukan pembuatan
Kotak Suara dan perlengkapan pemilihan lainnya sesuai
umlah TPS yang ada disetiap desa paling lambat 15 (lima
las) hari sebelum pelaksanaan p-emlﬁhan

Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat ]
banyak 2 (dua) 'I'F"Sg & yet. (1) paling
Perlengkapan pemilihan lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) antara lain:

a. surat undangan pemungutan suara;

b. bilik suara;
c. tinta tanda telah mencoblos; dan
d. spanduk.

Pasal 29

Surat Suara dan Kotak Suara disalurkan aleh Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten kepada Panitia Pemilihan
Tingkat Kecamatan paling lambat 5 (lime) sebelum
pelaksanaan pemilihan.

Setelah menerima surat suara dan kotak suara dari Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Tingkat
Kecamatan menyalurkan surat suara dan kotak suara
kepada Panitia Pemilihen Tingkat Desa I (satu) hari sebelum
pe pemilihan.

Penyaluran dan penerimaan surat suara dan kotak suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) discrtai
dengan Berita Acara Serah Terima.

Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan dan Panitia Pemilihan
Tingkat Desa, wajib menjaga kemanan dan keutuhan Surat
Suara dan Kotak Suara.

Pengadasn surat suara, Lkotak suara, dan perlengkapan

lainnya  dilaksanakan sesuai ketentuan  peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Kampanyc

Pasal 30

Kampanye Pemillhan Kepala Desa dilaksanakan sebagai
bagian dari penyelenggaraan Pemilihan.

Kampanyc scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
den prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung
jawab.

Kampanye dilakukan selama 3 (tiga) han sebelum dimulainya
masa tenang.

Tata tertib dan jadwal pelaksanaan kampanye, ditetapkan
oleh panitia pemilihan tingkat desa dengan memperhatikan
nomor urut Calon Kepala Desa.

Calon Kepala Desa dapat menyampaikan  marteri
kampanyenya kepada masyarakat, berupa visi, misi dan
program Kerjanya secara lisan maupun tertulis.

Penanggung jawab utama kampanye adalah Calon Kepala
Desa.

Rakyat mempunyai kebebasan untuk hadir dalam kampanye.
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Pasal 31

Kam ¢ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 avat (1) d
Malﬁgﬁj;kan mclaluai: ayat {1) dapat

Mo oD D

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

pertemuan terbatas;

tatap muka dan dialog;

rapat vuimurm;

penyebaran melalui media cetak dan elektronik:
penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat
lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa; dan

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-
undangan.

Pagal 32

Kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas sebagaimana
dimaksud Pasal 31 huruf a, dilaksanakan dalam riangan
atau gedung atau tempat yang bersifat tertutup den
jumlah peserta disesuaikan dengan dan atau tidak
melampaui kapasitas ruangan tempat duduk yang tersedia.
Kampanye dalam bentuk tatap muka dan dialog sebagai a
dimaksud Pasal 31 huruf b, sifatnya dialog inter:Etif dan
dilaksanakan dalam ruangan tertutup dengan jumlah peserta
tidak melampaui kapasitas tempat kampanye.

Kampanye dalam bentuk rapat umum sebagaimana
dimaksud Pasal 31 huruf ¢, dilaksanakan da ruang
terbuka yang dihadiri oleh massa dari pend g Calon
Kepala Desa dan warga masvarakat lainnya, dengan tetap
memperhatikan daya tampung tempat tersebut, kondisi
keamanan dan kctertiban masyarakat sctempat.

Penycbaran melalui media cetak dan elektronik sebegaimana

dimaksud  Pasal 31 huruf d, materi dan substansi
ﬁembeﬂtaan atau penyiarannya harus sesuai dengan
etentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyebaran bahan kampanye kepada umum sebsagaimana
dimaksud Pasal 31 huruf e, dilaksanakan pada kampanye
pertemuan terbatas, tatap muka, rapat umum, dan atau di
tempat-tempat umum dengan mmﬁgumakan nomor urut dan
gambar yang terpilih atau photo Calon.

Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat
lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan tingkat desa
sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf f, dilaksanakan
dalam bentuk pemasangan alat peraga ditempat/lokasi yang
ditetapkan dan atau atas izin pemilik tempat yang
bersanglutan, dan pemasangannya dengan
mempertimbangkan nilai-nilai etika, estetika, ketertiban,
kebersihan dan keindahan lingkungan setempat.

Pasal 33

Pelaksana kampanye dilarang:

a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesis;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina sescorang, agama, suku, ras, golongan, atau
Calon yang lain;

d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau
masyarzkat;



€. mengganggu ketertiban umum:

f. mengancam untuk  melakukan kekerasan  atau
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang,
sckelompok anggota masyarakat, dan /atau Calon lain;

8- merusak danfatau menghilangkan alat Kam
Calon lain; e e

h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan
tempat pendidikan;

i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut
Calon lain selain daﬁ%ﬂ gambar danfatau l.{tribut Calon
vang bersangkutan; dan

J. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya
kepada peserta Kampanye.

(2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kam dilar
meng;ikutsertakaela:n } - - -

a. Kepala Desa;

b. Perangkat Desa;

c. anggota Badan Permusyaratan Desa.

Pasal 34

Pelaksana Kampanye yang meclanggar larangan Kampanye

sebagaimana dimaksud t{alam Pasal 33 dikenai sanksi:

a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanve melanggar

angan walaupun belum terjadi gangguan; dan

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya
pelangge atau di  suatu wilayah yang dapat
mengakibatkan gangguan terhadap keamanan vyang
berpotensi menyebar ke wilayah lain.

Bagian Keenam
Masa Tenang

Pasal 35

(1) Masa tenang pemilihan kepala desa adalah selama 3 (tiga)
hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
berbagai bentuk kampanye dinyatakan telah selesai dan
segala atribut kampanye yang terpasang harus dibersihkan,

Bagian Ketujuh
Pemungutan dan Penghitungan

Pasal 36

(1) Panitia Pemilihan Tingkat Desa menyampaikan surat
undangan kepada Penduduk Desa yang telah terdaftar
sebagai DPT untuk pemberitahuan pelaksanaan pemungutan
suara.

2) Apabila da saat nvampaian Surat Undangan

2 s%mmpg dimakud P;ada ayat (1), pemilih vyang
bersangkutan tidak bherada di tempat, surat undangan
disampaikan kepada anggota keluarga pemilih vyang
bersangkutan.

(3} Surat Undangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
disampaikan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari
pemungutan suara.
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(4) Surat Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling

(5)

(6)

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(@)

(3)

(1)

(2)

(3)

sedikit memuat waktu dan tempat pemungutan suara dan
ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan.

Penyerahan Surat Undangan sebagaimana dimaksud avat
(1), harus dilengkapi dengan bukti ;Eaalierim&an yang dihuhl};hj.
nama dan tanda tangan atau cap jempol penerima undangan,
Penyalahgunaan surat undangan dalam pemungutan suara
wenjadi tanggung jawab sepenuhnya penerima undangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5], dengan segala akibat
hukumnya.

Paragraf 1
Pemungutan Suara

Pasal 37

TFS ditetapkan oleh panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Lokasi Tempat Pemungutan Suara diutamakan pada tempat
yang stra_tgﬁis, antara lain luas dan mudah dijangkau olch
para pemilih.

Pasal 38

Pemungutan suara diselenggarakan pada hari dan tanggal
yang ditetapkan oleh Bupati. P -
Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1
dilakukan dengan cara memberikan suara nc:ua-}..all.11}r suxlai:!
suara.yang disediakan panitia pemilihan tingkat dess.
Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pulcul 07.00 dan
berakhir pukul 13.00 waktu setempat.

Pasal 39

Pemberian suara untuk Pemilihan dilakukan dengan
mencoblos salah satu foto calon kepala desa pada surat
suara di dalam bilik suara.

Panitia pemilihan tingkat desa menjamin setiap pemilih dapal
memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, dan adil.

Panitia pemilihan tingkat desa menjaga dan atau menjamin
agar setiap pemilih hanya membernkan satu suara dan
menolak pemberian suara vang diwakili dengan alasan
apapun.

Pasal 40

Dalam peclaksanaan pemungutan suara, Calon Kepala Desa
harus hadir di TPS, untuk menyaksikan jalannya
permungutan Suara.

Dalam hal Calon Kepala Desa tidak dapat hadir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kehadirannya dapat digantikan
dengan foto yang bersangkuan.

Apabila tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan,
Calon Kepala Desa tidak hadir dan ti memajang toto, atau
meninggalkan  tempat pemungutan  suara  sebelum
berakhirnya pelaksanaan pemungutan suara, yang
bersangkutan dianggap mengundurkan diri.
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Pasal 41

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala
Desa disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara
yang digunakan cleh pemilih.

(2) Bahan, bentuk dan ukuran kotak suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihar
Tingkat Kabupaten.

Pasal 42

(1) Pemilih Tuna Netrs, Tuna Daksa atau yang mempunyai
halangan atau keterbatasan fisik lainnya pada saat
memberikan suaranya di TPS dapat dibantu panitia
pemilihan lingkat desa atau orang lain atas permintaan
pemilih.

(2) Anggota panitia Pemilihan Tingkat Desa atau crang lain yang
membantu pemilih tuna netra, tuna daksa atau yang
mempunyal halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih vyang
bersangkutan.

Pasal 43

Ketua Panitia pemilihan Tingkat Desa membuka rapat
pemungutan suara sekaligus memberikan penjelasan mengenai
tata cara pemungutan suara, dan dilanjukan élengan sambutan
Camat atau pejabat yang mewskilinya.

Pasal 44

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, itia
Pemilihan tingkat desa melakukan hal-hal sebagai berikut :

4. Menerima para saksi, yang dilengkapi surat mandat dari
Calon Kepala Desa masing-masing;

b. Membuka kotak suara;

c. mengeluarkan dan memperlihatkan isi seluruh kotak
suara;

d. mengidentifikasi jenis dokumen dan peralatan serta
menghitung jumlahnva; dan
e. Menandatangani surat suara.

(2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani cleh panitia
pemilihan tingkat desa dan para saksi dari Calon Kepala
Desa.

(3) Kegiatan pemungutan susra sebagaimana dimaksud pada
dyal (1) dihadiri oleh BPD, Panitia Pengawas Tingkat
Kecamatan, Panitia Pemiihan Tingkat Kecamatan, dan Panitia
Pemilihan Tingkat Kabupaten.

Pasal 45

(1) Dalam pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh
panitia pemilihan tingkar desa berdasarkan urutan kehadiran
pemilih.

(2) Pemilih yang hadir menyerahkan surat undangannya kepada
panitia pemilihan tingkat desa dan kemudian panitia
pemilihan tingkat desa memberikan selembar surat suara
yang sudsh ditandatangani,
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Apabila sebelum dilakukan pencoblosan ternyata surat suara
iang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam

cadaan rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti
kepada panitia pemilihan tingkat desa, kemudian Panitia
Pemilihan Tingkta Desa memberikan surat suara pengganti
hanya 1 (satu) kali.

Apabila tﬁl’dﬂgﬂl. kekeliruan di dalam cara memberikan
suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti
sepanjang surat surat suara dimaksud belum dimasukan ke
dalam kotak suara, kemudian Panitia Pemilihan Tingkta Desa
memberikan surat suara pengganti hanva 1 (satu) kali.

Pencoblosan dilakukan dalam Bilik Suara yang disediakan
oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa di TPS.

Pemilih memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam
kotak suara, dalam keadaan tcrlipat.

Pasal 46
Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda
khusus oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.

Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa
tinta pada salah satu jari tangan.

Paragraf 2
Penghitungan Suara

Pasal 47

PenEhitungan suera Pemilihan dilaksanakan pada TPS dan
ilakukan olch Panilia Pemiliban Tingkat Desa setelah
pemungutan suara dinyatakan berakhir.

Penghitungan suara dilaksanakan tiap TPS secara serentak.

Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud
ayat (1), IE:mtla Pemilihan tingkat desa menghitung :

a. jumlah Emilih yang memberikan suara berdasarkan
salinan pemilih tetap untuk TPS;

b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah sisa surat suara yang tidak terpakai; dan

d. jumlah surat suara vang dikembalikan olsh pemilih
karena rusak atau keliru coblos.

Penghitungan suara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

dil dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilhan Tingkt
Desa dan disaksikan oleh para Calon Kepala Desa atau para
saksi Calon K Desa, Panitia Pengawas Tingkat

Kecamatan, DPD, dan warga masyarakat.

Dalam hal saksi Calon Kepala Desa tidak hadir,
penghitungan suara tetap berjalan terus dan penghitungan
suara dinyatakan sah.

Penghitungan suara sebagaimana dimaksud da ayat (1
dﬂaﬂi\k&n pada posisi yang memungkinkan parI;.aSaks?(%alnr{
Kepala Desa, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan, dan
warga masyarakat vang hadir dapat menyaksikan secara
jelas proses penghitungan suara.

Setiap lembar surat suara diteliti satu demi sat untuk
men%:atahuj suara yang diberikan kepada Calon Kepala Desa
dan kemudian panitia pemilihan tingkat desa menyebutkan
nomor unit dan nama calon yang dicoblos serta mencatatnya
di papan perolehan suara.
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(8) Saksi Calon Kepala Desa yang hadiit da j
; pat mengajukan
keberatan terhadap Jhaélla.nnjra penghitungan suara gsil:abﬂa
ternyata terdapat hal-hal yang perlu dikoreksi dan /atau yang
tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(9) Dalam hal keberatan yang diajukan olch para Saksi Calon
Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat
dilerima, Panitia Pemilihan Tingkat Desa seketika itu juga
mengadakan pembetulan.

(10) Dalam hal terjadi perhedaan pendapat mengenai sah atau

tidak sahnya surat suara antara panitia milihan tingkat
desa dan Calun Kepala Desa ataupsaksi, ﬁmﬁa pemﬂﬁ'ﬁm
tingkat desa berkewajiban untuk menentukan keputusan.

Pasal 48

Surat suara dalam pemungutan suara dinyatakan sah apakbila:

a. surat suara ditandatangani olch Kctua Panitia Pemilihan
Kepala Desa;

b. menggunakan alat coblos yang disediakan didalam bilik
suara;

c. landa coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi en;ijat
atau garis yang memuat foto, nama dan nomor urut Calon
Kepala Desa;

d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu
kotak scgi mgfaL diau gars yang memuat tanda foto, nama
dan nomor Calon Kepala Desa:

€. surat suara tidak ditandatangani pemilih:
surat suara tidak diberi identitas pemilih; dan
g surat suara tidak rusak.

b |

Pasal 49

(1) Segera setelah selesai penghitungan suara, panitia Pemilihan
Kepala Desa membuat Berita Acara hasil penghitungan suara
yang ditandatangani oleh Ketus dan pa in‘% sedikat 2 (dua)
orang anggota panitia Pemilihan tingkat desa dan dapat
ditandatangani pula oleh para saksi Calon Kepala Desa.

(2) Dalam hal para saksi tidak menandatangani Berita Acara
scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Berita Acara
dinyatakan sah.

(3} Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil
Igf:nghitung:an suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
cpada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir
dan menempelkan 1 (satu) eksamplar hasil perhitungan
suara di tempat umum.

(4) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang
disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada
bagian [uar ditempel label atau segel.

(5) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara,
surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pcmungutan
dan penghitungan suara kepaga BPD segera setelah selesai
penghitungan suara.

Pasal S0

(1) Panitia Pemilihan tingkat desa menetapkan Calon Kepala
Desa terpilih berdasarkan Berita Acara hasil penghitungan
suara.

{2) Calon Ke Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang
memperoleh suara sah terbanyak.
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(3) Dalam hal Calon yang mcmperolel suara terbanyak lebih
dari 1 (satu) orang, Calon terpilih ditetapkan berdasarkan
suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.

(4) Dalam hal jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyak
yvang sama lebih dari 1 |satu) calon pada desa dengan TPS
hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah
tempat tn dengan jumlah pamjﬁh terbesar.

[5) Dalam hal Jumlah Calon yang memperoleh suara terbanyalk
ﬁang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS

anya 1 (satu) dan berdomisili di dusun yang saama, Calon
terpilih  ditetapken  berdasarkan  kriteria penilaian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3).

Bagian Kedelapan
Penetapan

Pasal 51

(1) Panitia Pemilihan tingkat Desa menyampaik: laporan hasil
milihan Kepala Desa kepada BPD pa.{iJ:ngleallmbaf 7 (tujuh)
an setelah pemungutan suara.

(2) Berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD menyampaikan
laporan mengenai Calon Kepala Desa tc{fﬂih kepada Bupati
melalui Camat dengan tembusan kepada Penjabat Kepala
Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setclah menerima laporan
panitia pemilihan tingkat desa.

(3) Bupati menetapkan pengesahan dan pen tan Kepala
Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari
BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan
dari BPD dimaksud.

(4) Dalam hal terdapat sengketa pemilihan yang tidak
mengandung unsur pidana, penetapan pengésahan dan
pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
13), dilakukan setelah mendapatkan laporan penyelesaian
scngkela dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan/atau
Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten

(5) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik Calon
Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak
diterbitkan Keputlusan Bupati tentang pengesahan dan
pengangkatan Kepala Desa.

BAB III
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Bagian Kesatu
Mekanisme Pengaduan

Pasal 52

(1) Pelanggaran pada setiap tahapan Pemilihan Kepala Desa
dilaporkan kepada Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan oleh
masyarakat dan/atau Calon Kepala Desa.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
pa.E?tg lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran
sccara tertulis yang berisi:

a. nama dan alamat pelapor;
b. waktu dan tempat kejadian perkara;
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

c. nama dan alamat pelanggar;
d. nama dan alamat saksi-saksi; dan

e. uraian kejadian.

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan mengkaji setiap laporan
pelanggaran yang diterima.

Setiap laporan pelanggaran yang diterima oleh Panitia
Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), diberitahukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten,
Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten, dan pihek terlapor.

Pasal 53

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memutuskan untuk
menindaklanjuud atau tidak menindakianjuti Ilaporan
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1)
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak laporan diterima.

Dalam hal Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memerlukan
keterangan tambahan dar pelapor, kepulusan untuk
menindaklanjuti atau tidak menind juti  laparan
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
paling lambatl 14 (cmpat belas) hari sejak laporan diterima,
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan memutuskan untuk
menindaklanjuti laporan ci::elanggaran sepanjang bersifat
sengketa dan tidek mengandung unsur pidana.

Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan wajib memberitahukan
keputusan untuk menindaklanjuti atau tidak
menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud
da ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten,
itla Pengawas Tingkat Kabupaten, pihak peclapor, dan
pihak terlapor.

Apabila salah-satu pihak merasa dirugikan atas keputusan
Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan untuk menindkianjuti
atau tidak menindaklanjut laporan pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pihak yang bersangkutan dapat
meneruskan laporan pelanggaran kepada Pamitia Pengawas
Tingkat Kabupaten sepanjang menyangkut perselisihan hasil
pemilihan kepala desa paling lambat 2 (dua) hari sejak
dikeluarkannya Keputusan Panitia Pengawas Tirl.ggzat
Kecamatan dimaksud.

Pasal 54

Panitia Pengawas Tingkat Kabupalen memutuskan wuntuk
menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan
pelang%aran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5)
paling lambat 7 (tujuhb) hari sgjak laporan dilerima.

Dalam hal Panitia Pcngawas Tingkat Kabupaten memerlukan
keterangan tambahan dari pelapor, E tusan untuk
menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan
pclan scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan
paling lambat 14 [empat belas) hari sejak laporan diterima.

Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten memutuskan untuk
menindaklanjuti laporan tfelanggaran sepanjang bersifat
sengketa dan tidak mengandung unsur pidana.

Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten wajib memberitahukan
keputusan untuk menindaklanjuti atau aEdak
menindaklanjuti laporan pelanggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten,
pihak pelapor, dan pihak terlapor.
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Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 535

(1) Penyelesaian sengketa dilakukan melalui tahapan sebagai

(2)

(1)

(2)

(3)

benkul;

a. Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan mempertemukan
pihak-pihak yang ]Eersengkcta untuk melakukan
musyawarah agar mencapai kesepakatan;

b. apabila terjadi kesepakatan, Panitia Pengawas Tingkat
Kecamatan membuat keputusan hasil penyelesaian
sengketa paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pihak-
pihak yang bersengketa dipertemukan;

c. dalam hal tidak tercapai kesepakatan dalam
penyelesaian sengketa khusus yang berkaitan dengan
hasil pemilihan, Panitia Pengawas Ti t Kecamatan
meneruskan yelesaian sengketa pada Panitia
Pengawas Tingkat Kabupaten; dan

d. paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak sengketa diterima
dari Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf ¢, Panitia Pengawas Tingkat
Kabupaten sudah harus membuat  keputusan
penyelesaian sengketa.

Hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Paszl 556

Dalam hal terjadi sengketa pemilihan kepala desa yan

mengandung unsur pidana, pelantkan kepala desa terpili

ditunda sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang
mempunyai kekuatan hukum tetap.

Sengketa yang mengandung unsur pidana dan telah
mempercleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap dan mer%akibatkan Calon terpilih tidak
memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan keputusan
pembatalan dan/atau pemberhentian oleh Dupati tanpa
usulan BPD.

Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur
pidana, dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlalku.

BAB IV

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 57

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah
dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (tahun) berdasarkan register perkara
dipengadilan.
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Pasal B8

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati ka

Fﬂ;ist?cms‘:ligagﬂj tersangka melakukan tindak pidfﬂla kﬂl‘ltl‘;gf
indak pidana terorisme, makar dan/ata inde i .-
terhadap keamanan negara. ekl a

Pasal 59

(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasul 58, setelah melalui
roses peradilan ternyata terbukti tidak  hersalah
rdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (liga puluh) hari sejak
ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi
dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang
bersanglutan sampai dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan scmentara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa

Jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala D
bersanglaitan, P .

Pa=sal 60

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58, Sekretarnis Desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan
adanya putusan pengadilan vang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap.

Bagian Kedua
Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 61

(1) Kepala Desa bherhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. atas permintaan sendiri;dan/atau
¢. diberhentikan.

(2} Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat
{) hurut ¢, karena:
a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang
baru;
h. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6
(bulan);

c. tidak lagi memenuhi syaral sebagai kepala desa;
melanggar larangan bagi kepala desa;

adanya perubahan status Desa menjadi kelarahan,
Benggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu)
esa baru, atau penghapusan Desa;

tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa;
atau

g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap.

o

o

iy
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(3) Apahila Kepala Desa berhenti scbagaimana dimaksud pada
a}'gt gj{ 12_! lE‘lmf:l&]:u«:nrlc:arl kepada Bupati melahi Camat ];atau
sebu in.

(4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) ditetapkan dengan Kepumasi Bupati. g

Pasal 62

Dalla.m hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak
lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (il] huruf a dan huruf b scrta ayat
(2) huruf b, huruf ¢, huruf , huruf f, dan huruf g, Bupati
mengangkal PNS dari Pemerintah Daersh sebagai Penjabat
Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa baru.

Pasal 63

Dalam hal sise masa Jabatan Kepala Desa yang berhenti lehih
dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf
b, huruf ¢, huruf d, huruf f, dan hurufg, Bupati mengangkat PNS
dari pemerintah daerah sebagai Penjabat Kepala Desa sampai
terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Easi.l Musyawarah
Desa.

Pasal 64

(1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan ﬂelaksana&n
pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa
jabatannya tetap diberhentikan, dan nﬂlan]utnﬁr: Bupati
mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di gkungan
Pemerintah Daerah.

(2) Kebijakan penundaan pclaksanaan pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan cleh Bupati.

Pasal 65

Tugas, hak dan kewajiban Penjabat I{e%]a Desa adalah sama
dengan tugas, hak dan kewajiban Kepala Desa.

Pasul 66

Bagl Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari
jabatannya, diberikan penghargaan dan uang kehormatan sesuai
dengan kemampuan keuangan desa.



BABV
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pasal 67

(1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan
Eahn lama dalam j a waktu 6 (enam) bulan terhitung scjak

t-pa_El Desa diberhentikan.

(2) Sebelum  penyelenggaraan Musyawarah Desa, dilakukan
kegiatan yang mcliputi:

1. pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa antar waktu
oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala
Desa diberhentikan;

2. pengajuan b_is_nll];a pemilihan dengan beban AFB Desa oleh
tia JJEIIIIII_ an kepada Penjabat Kepala Desa paling
bat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh] hari terhitung

sejak panitia terbentuk;

3. pemherian persetujuan biaya pemilihan olch Penjabat
Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga
puluh) hari terhitung sejak cﬂiajukan oleh panitia
pemilihan;

4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Dcsa
oleh panitia pemillhan dalam jangka waktu 15 (lima
belas) hari;

5. penclitian kelengkapan persyaratan admunistrasi bakal
calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7
(tujuh) hari; dan

6. penetapan calon ﬁala Desa antar waktu oleh panitia

emilihan paling ikit 2 (dua) orang calon dan paling
Eanyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan
Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang
berhek dipilih dalarm Musyawarah Desa.

(3) Dalam hal tidak terdapat Calon yang mendaftarakan diri atau
memenuhi syarat untuk dipilih dalam musyawarah desa, atan
yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang calon,
Musyawarah Desa dapat mcmutuskan pelaksanaan pemlihan
kepala desa mengikuti jadwal pemilihan kepala desa secara
serentak yang ditetapkan ol Panitia Pemilihan Tingkat
Kabupaten.

(4) Keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

(5) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi
kegiatan:

1. penyelenggaraan musyawarah desa diﬁimpm oleh Ketua
BPD yang tekniz pelaksanaan pemilihannya dilakukan
oleh panitia pemilihan;

2. pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh
Musyawarali Desa melalui musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan suara:

3. pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau
melalui pemungutan . suara yang telah disepakati oleh
Musyawarah Desa;

4. pelaporan hasil pemilihan calon Kepala Desa oleh panitia
pemilihan kepada musyawarah Desa;

o. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Desa;
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6. pelapuran hasil pemilihan Kepala Desa melaluj musyawarah
Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka
waktu 7 (tujuh) hari setelah Musyawarah Desa
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

7. pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah
Desa oleh ketua BFD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah menerima laporan dari pemilihan;

8. penerbitan  Keputusan Bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD; dan

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan urutan
acara pelantikan secsuai dengan  Ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agur setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan pcnempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

PEJABAT : PRGAF Ditetapkan di Pasarwajo
Selpa | pada tanggal | Februari 2016
Aseres 1 | f BUHATI BUTON,
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-=nr!a—- s e SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN




waktu 7 (twjuh) hari setelah Musyawarah = Desa
mengesahkan calon Kepala Desa terpilih;

pelaporan calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa
oleh ketua BPD kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari
selclah menerima laporan dari pemilihan;

€. pencrbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan
_ngan%katan calon Kepala Desa terpilih aling lambat 30
ga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD: dan

9. pelantikan Kepala Desa oleh Bupati i lama 30 (tiga
puluh} hari sejak diterbitkan p%(&p?l?u?én pengesal?gn
pengangkatan calon Kepala Desa terpilih dengan wurutan
acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton,

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 Februari 2016

BUPATI BUTON,

ttd

~ SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2 Wdﬂ 20156

SEKRETARIS DAERAH,

e

Dra. Hj. WA ODE ICHSANA MALIKI, M.Si
Pembina Utaima Madya, IV/d
Nip. 19560403 198003 2 004

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR 5 g




